
249 

 

SIKAP NEGARA-NEGARA ANGGOTA UNI EROPA DALAM MENANGANI 

KRISIS YUNANI  

(Studi Kasus : Sikap Jerman, Perancis dan Inggris) 

Oleh: 

Triesanto Romulo Simanjuntak, S.IP, M.A1 dan Drs Dafri Agussalim, 

M.A2 

 

ABSTRACT 

European economic integration and unity of this currency leaves form a very significant 
ketegantungan among its members, so that a crisis was enough to shake the stability 
between the countries members of the other. Basically the single currency system seems 
to be double-edged blade for the European Union. On the one hand so profitable and 
increase the bargaining positions of European countries, but on the other hand is 
potentially detrimental. One reason is because of the level of adaptation of a State. Not all 
countries have a great economy to enter the euro zone. The existence of this single 
currency system to make the countries in the European Union will become vulnerable to a 
crisis. This is what led to the crisis that occurred since 2008 is so easily spread to 
countries in Europe. 

This research focuses on the policy decision taken by the third country in the European 
Union, namely Germany, France and the United Kingdom. Domestic political factors of 
history, and also the economic power of these countries also affect how the policy making 
process to rescue Greece from the crisis that is increasingly spreading to other European 
countries. The main purpose of the discussion of this paper is to provide new information 
concerning the handling of crisis from a process whereby policies domestic factors also 
gives countries a great influence, it also gives a view that Constructivist Theory is able to 
provide a view of the case. 
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1. LATAR BELAKANG 

Ide dasar pembentukan Uni Eropa dalam traktat European Economic 
Community (EEC) adalah penciptaan suatu pasar bersama di antara negara-
negara anggotanya melalui penciptaan custom unions (kesatuan kepabeanan) 
yang melibatkan penghapusan customs duties (bea masuk) bagi anggota Uni 
Eropa, kuota impor, dan berbagai hambatan perdagangan lain diantara negara 
anggota, serta di sisi lain memberlakukan suatu Tarif Kepabeanan Bersama 
Common Customs Tariff (CCT) terhadap negara ketiga (non-anggota). Ide awal 
ini lebih ke arah penguatan kerjasama perdagangan di antara negara anggota. 
Kemudian hal ini dikembangkan lagi dalam Treaty of Maastricht (Treaty of 
European Union) yang menyepakati terhadap pembentukan tiga pilar 
kerjasama Uni Eropa, yaitu European Communities, Common Foreign and 
Security Policy, dan Justice and Home Affairs. Kesepakatan ini memberikan 
wewenang yang lebih besar kepada Parlemen Eropa untuk ikut memutuskan 
ketentuan hukum Uni Eropa melalui mekanisme prosedur keputusan bersama 
yang menempatkan Parlemen dan Dewan Uni Eropa bersama-sama 
memutuskan suatu produk hukum.3 

Keutungan penyatuan Eropa yang terintegrasi adalah kemudahan yang 
mereka dapatkan dalam bekerjasama dan saling berinteraksi dalam berbagai 
sektor seperti politik, ekonomi, pertahanan-keamanan, sosial-budaya, dan 
sebagainya. Penyatuan eropa ini juga ditandai dengan dibentuknya euro 
sebagai mata uang bersama antara negara anggota, walaupun tidak semua 
negara anggota memakai mata uang ini. Munculnya mata uang Euro sebagai 
mata uang bersama di antara negara anggota membawa pengaruh yang 
signifikan baik bagi Eropa sendiri maupun ekonomi global. Adapun beberapa 
hal positif yang terjadi karena pembentukan Euro ini antara lain :  

                                                             
3 “Menapak Tonggak Sejarah Pembentukan Uni Eropa” dalam http://www.antaranews.com 
diakses pada tanggal 29 Maret 2012. 

http://www.antaranews.com
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1. Penyatuan moneter ini telah mengintegrasikan kekuatan ekonomi Eropa 
dan memperbaiki daya saing ekonomi internasional Eropa.  

2. Euro telah menciptakan stabilitas nilai tukar di negara-negara anggotanya. 

3. Posisi keuangan internasional Eropa meningkat. Pada tahun 1997-2000, 
proporsi Euro dalam sekuritas internasional meningkat dari 24% menjadi 
47%. 

4. Peluncuran Euro menyebabkan terjadinya reorganisasi massal dan 
penyesuaian kembali (readjustment) sistem perbankan, bisnis keuangan, 
dan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan skala operasi yang lebih 
besar dan peningkatan kapabilitas emergensi dan resistensi resiko atau 
krisis di Eropa. 

Akan tetapi ternyata krisis global tahun 2008 yang mengarah pada 
Yunani menunjukkan sebuah fakta baru. Yunani sebagai salah satu negara 
anggota Uni Eropa mengalami dampak krisis global yang cukup parah. Selama 
ini pemerintah Yunani hidup dari hutang dan pinjaman luar negeri. Hal ini 
mengakibatkan defisit anggaran Yunani yang telah mencapai 10,6% dari total 
produk domestik bruto tahun 2010. Ini menunjukkan pemerintah yang 
berkuasa pada saat itu tidak cukup cakap untuk mengelola negaranya. Krisis 
Yunani ini juga berdampak pada mata uang Euro yang dipakai. Sejak krisis 
Yunani ini, terjadi penurunan kepercayaan mata uang Euro dari investor-
investor asing. 

Di dalam sejarah eropa dan pembentukan kerjasama uni eropa, tercatat 
ada tiga negara besar yang aktivitas politik mereka sangat mempengaruhi 
kawasan eropa. Jerman, Perancis dan Inggris mewakili tiga negara besar baik 
itu di dalam regional eropa maupun di dalam organisasi Uni Eropa itu sendiri. 

Prancis merupakan salah satu negara penting di dunia internasional. 
Sejarah awal menyebutkan bahwa Prancis merupakan salah satu negara yang 
selalu terlibat dalam Perang Dunia I hingga Perang Dunia II. Peran penting 
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mereka ini tidak hanya di dunia internasional, tapi juga dalam percaturan 
politik eropa. Prancis merupakan salah satu negara pendiri Uni Eropa. Hal 
positif lainnya yang dapat dicatat bahwa Prancis adalah salah satu negara 
pendiri NATO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki keanggotaan 
tetap di Dewan Keamanan. Prancis pun dikenal sebagai salah satu negara yang 
memiliki kekuatan nuklir. Dengan posisi tawarnya yang cukup tinggi di dunia 
internasional dan juga sebagai salah satu negara pendiri Uni Eropa, Prancis 
memiliki posisi yang paling disegani dalam regional ini. Hal inilah yang 
menyebabkan Prancis paling didengar dalam setiap pertemuan antar negara 
Eropa. 

Sebagai negara yang mempunyai luas terbesar ke-6 di dunia, Jerman juga 
merupakan negara dengan output industri ketiga di dunia.4 Dalam hal industri 
ini, Jerman hanya kalah dari Amerika Serikat dan Jepang. Di dalam regional 
eropa, Jerman merupakan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar. Dengan 
rata-rata pendapatan per-kapita sebesar US$ 27.600 (2004).5 Dengan posisi 
sebagai negara yang tergolong superior di regional eropa, Jerman tergolong 
sebagai salah satu pemimpin di kawasan itu. Hal ini dibuktikan negara Jerman 
sebagai negara penyumbang terbesar bagi anggaran Uni Eropa. Dengan konsep 
dasar secara ekonomi, Jerman memandang Uni Eropa ini merupakan salah satu 
hal yang penting bagi negara mereka. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat 
industri mereka yang memerlukan saluran kerjasama dengan negara-negara 
antar kawasan. 

Dilihat dari geografisnya yang berada di luar kawasan Eropa, Inggris 
menyikapi penyatuan Eropa tidak dalam kepentingan mereka. Inggris merasa 
bahwa mereka lebih menekankan posisi mereka dalam hubungan di kawasan 

                                                             
4 Ibid. Hal 119. 

55 Ibid, hal 130. Background Note : Germany; Situs Departemen Luar Negeri Amerika 
Serikat, http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3997.htm, diakses pada tanggal 8 Januari pukul 
21.26. 

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3997.htm,
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Laut Atlantik. Dengan demikian, terlihat bahwa Inggris lebih terikat pada 
sekutu mereka yaitu Amerika Serikat dari pada Eropa. Namun kenyataannya 
Inggris tidak dapat menyangkal bahwa Eropa merupakan tetangga terdekat 
mereka. Ambiguitas sikap Inggris ini sedikit banyak memberi pengaruh pada 
integrasi mereka ke dalam Eropa. Hilangnya pengaruh Inggris terhadap negara 
koloni mereka terutama sejak tahun 1960 mengakibatkan Uni Eropa 
merupakan jalan alternatif bagi perkembangan perekonomian Inggris.6 Di sini 
kita melihat bahwa Inggris memiliki sebuah motif, yakni kebutuhan ekonomi. 
Walaupun telah ditolak dua kali (1962 dan 1968) ketika mengajukan diri 
sebagai anggota Uni Eropa, akhirnya pada bulan Mei 1972 Inggris masuk 
sebagai anggota masyarakat Eropa. Posisi mereka yang selalu stabil sebagai 
negara superpower di kawasan Eropa tidak dapat disangkal. Hal ini terlihat 
bahwa pasca Perang Dunia II, perekonomian Inggris adalah yang paling sedikit 
mengalami kerusakan infrastruktur. Inggris masih membawa semangat masa 
lalu mereka sebagai salah satu negara paling kuat di kawasan ini. 

Krisis Yunani menunjukkan sebuah sikap yang berbeda di antara negara-
negara anggota Uni Eropa. Beberapa negara anggota mempunyai semangat 
berbeda dalam menyelamatkan Yunani. Hal ini dikarenakan awal kehadiran 
mereka membentuk dan ikut serta dalam keanggotaan Uni Eropa tentu 
dikarenakan kepentingan yang berbeda-beda yang sesuai dengan kepentingan 
nasional mereka. Kurangnya kontrol terhadap pengaturan kebijakan fiskal 
terhadap negara anggota yang memakai mata uang Euro juga menjadi sorotan. 
Melalui krisis ini terlihat bahwa Bank Sentral Eropa seperti kehilangan kontrol 
terhadap kebijakan fiskal negara-negara anggota Uni Eropa. Tentunya krisis ini 
mengakibatkan efek domino terhadap negara-negara anggota Uni Eropa 
lainnya terutama yang tergolong lemah dan memakai euro sebagai mata uang 
negaranya. 

 

                                                             
6 Ibid, Volume III No. 3 – 2007. Hal 101. 
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2. KERANGKA KONSEPTUAL 

2.1 Konstruktivisme dalam Hubungan Antar-Negara 

Konstruktivisme merupakan salah satu teori yang berkembang dan 
memiliki pengaruh cukup kuat pada ilmu hubungan internasional dewasa ini. 
Konstruktivis dibangun dari basis ide, norma, budaya dan nilai. Formulasi 
teoritik konstruktivis menyatakan bahwa lingkungan sosial membentuk 
identitas aktor. Identitas kemudian menentukan kepentingan, dan kepentingan 
akan menentukan bentuk tingkah laku, aksi ataupun kebijakan dari aktor. Pada 
tahap berikutnya identitas juga akan mempengaruhi bentuk dari lingkungan 
sosial.  

Menurut Alexander Wendt, ada 2 prinsip dasar ide Konstruktivisme :7 

1) Perubahan dalam manusia terjadi karena ‘shared ideas’ bukan hanya 
karena hal-hal material ; 

2) Identitas dan kepentingan itu terkonstruksi atau produk dari ‘shared 
ideas’ bukan terbentuk secara alami. 

Melalui teori konstruktivis ini ingin melihat bagaimana pengambilan 
keputusan suatu negara yang banyak melibatkan ahli-ahli politik dan ekonomi 
negara-negara bersangkutan tidak terlepas dari dasar negara, lingkungan 
sosial di negara bersangkutan bahkan juga identitas negara yang membuat 
bagaiamana negara-negara tersebut berperilaku di dalam Uni Eropa. 

Konstruktivisme muncul untuk memberikan pandangan bahwa realitas 
sosial tidak bisa dilihat sebagai suatu hal yang given (alamiah), akan tetapi 
realitas sosial hadir dari interaksi sosial yang saling terikat satu sama lain. 
Konstruktivis melihat realitas dunia sebagai sesuatu yang didasarkan oleh 

                                                             
7 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (New York : Columbia 
University Press, 1999); and Peter. J. Katzenstein, ed., The Culture of National Security : 
Norms and Identity in World Politics (New York : Columbia University Press, 1996). 
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fakta yang secara material bisa ditangkap ataupun tidak oleh pancaindera, 
namun fakta tersebut tidak menuntun atau tidak menentukan bagaimana kita 
melihat realitas sosial yang ada. Dalam pandangan Konstruktivis ini, 
interpretasi kita terhadap dunia inilah yang membuat kita berlaku dan 
bertindak, dan setiap manusia memiliki interpretasi yang berbeda satu dan 
lainnya karena adanya perbedaan latar belakang secara normatif dan 
epistemik. 

Tingkah laku manusia dalam bermasyarakat dapat dilihat dari identitas 
yang mereka bawa. Identitas ini bermacam-macam, terkait dengan institutional 
role yang diperankannya. Komitmen dan kepentingan yang terkandung di 
dalam identitas inilah yang membuat aktor-aktor mengikatkan diri mereka 
sendiri antara satu dengan lainnya. Identitas-idenstitas ini yang membentuk 
struktur sosial. 

Kemudian, identitas ini menentukan kepentingan, karena identitas 
merupakan dasar dari kepentingan. Aktor tidak memiliki kepentingan yang 
tidak berdasarkan oleh identitas. Aktor mendefiniskan kepentingannya di 
dalam proses mendefinisikan situasi. Proses dibentuknya identitas dan 
kepentingan disebut ”socialization”. Sosialisasi merupakan suatu proses 
pembelajaran untuk menyesuaikan tingkah laku seseorang dengan ekspektasi 
sosialnya. 

Secara ontologis konstruktivisme dibangun atas tiga proporsi utama.8 
Pertama, struktur merupakan pembentuk perilaku aktor sosial dan politik baik 
secara individu maupun negara yang tidak hanya terdiri dari aspek material 
tetapi juga normatif dan ideasional. Konstruktivisme menyakini bahwa sistem 
nilai, gagasan bersama sebenarnya juga memiliki karakteristik struktural dan 

                                                             
8 Muhadi Sugiono dan Ririen Tri Nurhayati “Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, Politik 
Internasional Handout, Pertemuan ke-7:Teori Konstruktivisme” dalam 
http://msugiono.staff.ugm.ac.id/mkuliah/handout-
pi/Handout%207%20Konstruktivisme.doc, diakses pada tanggal 19 Oktober 2008. 

http://msugiono.staff.ugm.ac.id/mkuliah/handout-
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menentukan tindakan sosial maupun politik. Di samping itu struktur normatif 
dan ideasional yang sebenarnya membentuk identitas sosial aktor-aktor 
politik.9 Aspek normatif yang terdapat di dalam struktur inilah yang 
aplikasinya berbeda-beda pada tingkatan nasional di masing-masing agen atau 
aktor dalam hal ini negara. Hal ini berbeda dengan pandangan kaum realis 
yang memandang bahwa struktur material yang cenderung dominan 
mempengaruhi tindakan aktor. Namun tidak bagi kaum konstruktivis yang 
memandang struktur material sebenarnya hanya bermakna bagi tindakan atau 
perilaku melalui struktur nilai atau pengetahuan. Kedua, yaitu kepentingan 
sebagai dasar bagi tindakan atau perilaku aktor-aktor dan juga sebagai produk 
dari identitas aktor-aktor. 

Bagi neo-realis maupun neoliberalis identitas dan kepentingan 
merupakan sesuatu yang given, sesuatu yang sudah ada begitu saja. Wendt 
tidak mempercayainya demikian, ia melihat bahwa identitas dan kepentingan 
merupakan hasil dari praktek inter-subjektif di antara aktor-aktor. Dengan 
kata lain identitas dan kepentingan merupakan hasil dari sebuah proses 
interaksi. Walaupun neorealis dan neoliberalis mengakui bahwa proses 
interaksi mempengaruhi perilaku aktor-aktor namun tidak bagi identitas dan 
kepentingan. 

 

                                                             
9   Stuktur ideasional dan struktur normatif membentuk identitas dan juga kepentingan 
aktor-aktor politik melalui tiga cara yakni : imajinasi, komunikasi, dan pembatasan. 
Imajinasi mengacu pada bagaimana aktor-aktor politik melihat peluang-peluang ataupun 
hambatan-hambatan mereka untuk bertindak baik dalam arti praktis maupun etis. 
Komunikasi menggambarkan upaya-upaya aktor-aktor politik untuk memberikan justifikasi 
dari tindakan-tindakan mereka dengan mengacu pada norma-norma yang sah yang berlaku 
di masyarakat sedangkan Pembatasan adalah dimana seringkali kedua struktur ini 
memberikan pengaruh yang besar dalam membatasi perilaku atau tindakan-tindakan 
aktor. 
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2.2 Memakai Konstruktivisme dalam Krisis Yunani & Sikap di dalam 
Uni Eropa 

Dengan memakai teori konstruktivis saya ingin melihat bagaimana 
ketiga negara Prancis, Jerman dan Inggris yang memiliki identitas negara 
berbeda bersikap dalam kasus krisis Yunani ini. Identitas dan sikap masing-
masing negara ini tentunya sudah ada dan terbentuk jauh sejak Uni Eropa ada, 
dan tidak di semua disatukan dengan tujuan Uni Eropa. Dalam krisis ini, 
identitas kedua negara sebagai pemimpin yaitu Prancis dan Jerman lebih 
dominan dalam memimpin setiap rapat dalam proses kebijakan yang akan 
diambil. Kepentingan Jerman sebagai negara terkuat dalam hal ekonomi di 
dalam regional eropa menunjukkan identitas negara yang kuat dan dominan 
dalam menyelamatkan krisis Yunani yang juga mengakibatkan krisis mata 
uang euro. Pertarungan identatis dihadirkan oleh Inggris. Dalam regional 
eropa, Inggris selalu menganggap Jerman merupakan kekuatan yang cukup 
besar dalam ancaman ekonomi mereka. Hal ini yang membuat dia tidak mau 
menyatukan diri ke dalam mata uang bersama, yaitu euro. Sebagai negara 
besar di eropa, dan memiliki sejarah kuat di dunia melalui mata uang 
pondsterling merupakan sebuah kekuatan besar bagi Inggris. Kepentingan-
kepentingan dan identitas nasional yang saling bertentangan seperti ini yang 
membuat Uni Eropa merupakan sebuah ajang pertarungan identitas bagi 
negara-negara kuat di dalamnya. 

Kesadaran pemerintah Jerman untuk mau bersatu di kawasan Eropa 
disebabkan kesadaran akan pentingnya stabilitas kawasan Eropa untuk 
kegiatan perekonomian. Dari dulu Jerman dikenal sebagai negara yang 
memiliki industri paling maju di Eropa, bahkan dunia. Berakhirnya Perang 
Dingin juga menciptakan sebuah keuntungan bagi Jerman. Runtuhnya tembok 
berlin yang memisahkan antara Jerman Barat dan Jerman Timur dan hadirnya 
negara-negara kecil di Eropa bagian timur membuat cakupan tujuan 
perdagangan Jerman semakin luas. Biaya yang lebih murah melalui persaingan 
ekonomi daripada persaingan politik yang membuat Jerman bersemangat 
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untuk megintegrasikan eropa ke dalam sebuah kerjasama regional. Kekuatan 
industri Jerman yang mengakibatkan mereka sebagai negara terbaik secara 
ekonomi juga membuat mereka menjadi disegani dan dianggap sebagai 
pemimpin ketika ide penyatuan eropa terbentuk. 

Penyatuan Eropa dengan membentuk sebuah organisasi regional 
langsung mendapat tanggapan positif dari Perancis. Sebagai salah satu negara 
yang dinggap paling penting di kawasan Eropa Barat, Perancis meminta 
kontrol terhadap urusan-urusan keuangan dan moneter Eropa dengan Jerman. 
Kontrol ini terutama terahadap Bank Sentral Jerman (Bundesbank) yang pada 
awalnya secara de facto menjadi Bank Sentral Eropa. Kontrol terhadap 
perekonomian Jerman merupakan salah satu alasan terkuat bagi pemerintah 
Perancis untuk mau ambil bagian terhadap penyatuan Eropa. 

Pada saat terjadi ide untuk menyatukan eropa, Inggris berada pada 
sebuah kebimbangan. Sebagai salah satu negara kerajaan yang masih memiliki 
beberapa negara persemakmuran di belahan benua lain, Inggris masih 
beranggapan bahwa ide penyatuan ini hanya mengurangi kekuatan politik 
mereka di Eropa. Secara geografis juga Inggris terpisah dari kontinen benua 
Eropa, ini yang membuat mereka lebih dekat kepada sekutu mereka lainnya 
yaitu Amerika Serikat. Kebimbangan dan dilema yang dihadapi Inggris ini 
ditunjukkan dengan lamanya mereka mengajukan diri menjadi anggota Uni 
Eropa, inilah yang mengakibatkan Inggris cenderung seperti negara yang tidak 
dianggap pendapatnya di dalam organisasi Uni Eropa. Apabila dilihat dari 
kemampuan ekonomi, Inggris sangat disegani di Eropa, karena pemasukan 
negara Inggris berasal dari industri, dan perusahaan-perusahaan Inggris 
dikenal sebagai saingan perusahaan-perusahaan Jerman. Kekuatan ekonomi 
Inggris ini juga dapat dilihat dari GDP yang mereka hasilkan pada tahun 2012 
yang berada satu tingkat di bawah Jerman. Jerman yang menghasilkan 2,6 juta 
euro, disaingi oleh Inggris di posisi kedua dengan total GDP 2,05 juta euro. 

Krisis Yunani menunjukkan sebuah sikap yang berbeda di antara negara-
negara anggota Uni Eropa. Beberapa negara anggota mempunyai semangat 
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berbeda dalam menyelamatkan Yunani. Hal ini dikarenakan awal kehadiran 
mereka membentuk dan ikut serta dalam keanggotaan Uni Eropa tentu 
dikarenakan kepentingan yang berbeda-beda yang sesuai dengan kepentingan 
nasional mereka. Kurangnya kontrol terhadap pengaturan kebijakan fiskal 
terhadap negara anggota yang memakai mata uang Euro juga menjadi sorotan. 
Melalui krisis ini terlihat bahwa Bank Sentral Eropa seperti kehilangan kontrol 
terhadap kebijakan fiskal negara-negara anggota Uni Eropa. Tentunya krisis ini 
mengakibatkan efek domino terhadap negara-negara anggota Uni Eropa 
lainnya terutama yang tergolong lemah dan memakai euro sebagai mata uang 
negaranya. 

 

3. PEMBAHASAN 

3.1 Tanggapan Negara-Negara Uni Eropa terhadap Krisis Yunani 

Krisis ekonomi Yunani ini diawali pada tahun 2008 ketika menimpa 
negara Amerika Serikat. Krisis ini berdampak pada negara-negara lain di 
seluruh penjuru dunia, dikarenakan kebanyakan negara memiliki cadangan 
devisa dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Mata uang dolar Amerika Serikat 
ini kemudian mengalami inflasi, otomatis penurunan nilai mata uang, sehingga 
berpengaruh pada negara-negara lain. 

Krisis di Yunani diyakini terjadi karena tingginya inflasi yang dialami 
oleh negara tersebut. Selama 30 tahun defisit anggaran Yunani rata-rata 
mencapai 6% dari PDB (Produk Domestik Bruto) yang mereka hasilkan. 
Bahkan pada tahun 2010 tingkat defisit anggaran pemerintahan Yunani 
mencapai angka 10,6% dari PDB. Hal ini menyebabkan pemerintah Yunani 
tidak bisa membayar utang luar negeri yang mencapai angka $532,9 miliar. 
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Beberapa aspek ekonomi Yunani yang terkena krisis antara lain : 

 Defisit Fiskal 

(%) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

-7,5 -5,2 -5,7 -6,4 -9,8 -15,4 -10,5 

(Sumber : Eurostat)10 

Angka-angka minus yang ditunjukkan setiap tahunnya menunjukkan 
bahwa anggaran pengeluaran negara Yunani lebih besar dari pendapatan 
negaranya. Bahkan pada awal krisis tahun 2008 sampai tahun 2009 lonjakan 
defisit cukup signifikan. Pada tahun 2010 terjadi penurunan defisit, itu 
disebabkan bantuan yang diberikan oleh Troika (Komisi Eropa, IMF dan ECB) 
dalam pemberian bailout kepada Yunani. Pengehematan yang diambil melalui 
bantuan troika ini membuat terjadinya penghematan terhadap anggaran 
belanja pemerintah Yunani. Pada saat krisis Troika meminta pemerintah 
Yunani lebih memegang peranan lebih besar dalam kegiatan ekonomi, seperti 
menetapkan anggaran belanja (budget), penerimaan dari pajak dan 
pengeluaran.  

 Inflasi11 

                                                             
10 “Tinjuan Ekonomi Triwulan Bappenas” dalam http://bappenas.go.id diakses pada tanggal 
8 Maret 2013. 

11 “HICP Inflation Rate” dalam 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tec00118
&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1  pada tanggal 18 Juni 2013 

http://bappenas.go.id
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tec00118
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

3,0 3,5 3,3 3,0 4,2 1,3 4,7 3,1 1,0 

 

Pada awal krisis 2008, terjadi lonjakan inflasi dari 3,0 sampai pada 4,2. 
Ini terjadi karena pada saat krisis terjadi pengangguran besar-besaran, 
kemampuan membeli masyarakat Yunani menurun dan mengakibatkan 
lonjakan harga-harga barang. Krisis yang juga menghantam perbankan Yunani 
juga turut memperparah inflasi, dan menurunnya investor untuk berinvestasi 
di Yunani. Turunnya bantuan troika turut menurunkan inflasi pada tahun 
2009, kemudian menaik lagi pada tahun 2010 akibat diteruskannya kebijakan 
penghematan dan sampai sekarang Yunani masih belum bisa dikatakan stabil 
karena belum betul-betul keluar dari krisis. 

 Tingkat Pengangguran12 
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Meningkatnya jumlah pengangguran merupakan sebuah dampak nyata 
terhadap krisis yang dialami oleh Yunani. Jumlah angkanya terus bertambah 
dari tahun ke tahun. Ekonomi Yunani yang belum berkembang membuat 
banyak perusahaan bangkrut dan banyak tenaga kerja produktif yang 
menganggur. 

                                                             
12 “Tinjuan Ekonomi Triwulan Bappenas” Op.cit. 
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 Pertumbuhan Ekonomi13 

2008 2009 
2010 2011 

I II III IV Total I II III 

-0,2 -3,3 0,4 -0,7 -4,6 -8,6 -3,5 -8,3 -7,4 -5,2 

 

Walaupun mendapat bantuan dari Troika sejak tahun 2010, 
pertumbuhan ekonomi belum mendapatkan hasil signifikan. Hal ini 
dikarenakan kebijakan penghematan yang harus diambil oleh Yunani. 

Tujuan utama dari Uni Eropa adalah meningkatkan kemajuan ekonomi 
dan sosial, terutama dengan penciptaan pasar bebas, pemerataan ekonomi dan 
sosial. Hal ini dicapai melalui integrasi ekonomi dan moneter termasuk 
penggunaan mata uang tunggal (euro). Keberhasilan tujuan ini diharapkan 
mampu dicapai melalui institusi-institusi yang ada di dalam Uni Eropa. 
Institusi yang bisa dianggap sebagai motor utama dari integrasi dalam Uni 
Eropa adalah Komisi Eropa (The European Comission). Walaupun Presiden dari 
Komisi Eropa ini dipilih dari Parlemen Eropa, akan tetapi kekuatan utama 
mereka terdapat dalam kemampuan mereka untuk melaporkan pihak-pihak 
yang melakukan penyelewengan ke The Court of Justice. Tanggung jawab 
Komisi Eropa dalam representasi external dan negosiasi perjanjian 
internasional menjadikannya sebuah institusi tempat menampung semua 
aspirasi dari setiap negara anggota dan institusi lainnya. 

Keinginan besar Uni Eropa adalah mengenai kesatuan mata uang dalam 
Euro. Hal ini diatur dalam sebuah traktat yang bernama Traktat Maastricht 
yang dikeluarkan pada tahun 1993. Traktat ini mengatur tentang berapa besar 
inflasi yang diperbolehkan oleh sebuah negara anggota Uni Eropa, defisit 

                                                             
13 Ibid. 
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dalam hal Gross Domestic Product (GDP) dan juga Exchange Rate yang diatur 
dalam European Moneter System (EMS).14 Yunani adalah negara kecil di Uni 
Eropa yang tidak cukup kuat secara ekonomi. Kegagalan pemerintahan dalam 
memerintah dan juga krisis global yang membuat ekonomi Yunani semakin 
parah merupakan penyebab mengapa negara ini tertimpa krisis. 

Para pendukung euro melihat beberapa keuntungan penting di balik 
penyatuan moneter. Di bawah mata uang bersama, nilai tukar antar negara-
negara Eropa akan dikurangi sampai dengan nol, sehingga sektor 
perdagangan dan finansial tidak harus berhadapan lagi dengan ketidakpastian 
mengenai harga yang berubah-ubah karena adanya perubahan nilai tukar. 
Hasil yang paling nyata adalah adanya pengurangan biaya transaksi 
antarnegara. Pada tingkat dimana pasar uang nasional tersegmentasi, 
berpindah ke mata uang bersama akan menyebabkan alokasi modal 
antarnegara yang lebih efisien. Beberapa meyakini bahwa disiplin 
makroekonomi yang teguh akan dipertahankan dengan cara memiliki Bank 
Sentral Eropa (ECB) yang indpenden yang menerapkan target inflasi yang 
jelas.15 

Krisis ini pun kemudian menjalar ke negara-negara anggota Uni Eropa, 
dikarenakan rapuhnya desain Uni Eropa. Beberapa negara anggota Uni Eropa, 
yaitu Belgia, Italia dan Yunani telah melanggar kesepakatan awal saat 
bergabung menjadi anggota. Hal yang dilanggar adalah dalam penetapan rasio 
utang terhadap Gross Domestic Bruto (GDP) yang sudah melebihi 100%. Selain 
itu, pada tahun 2005 Jerman dan Perancis melanggar ketetapan defisit 
anggaran yang ditetapkan Uni Eropa. Defisit anggaran yang ditetapkan tidak 
boleh melebihi 3% dari GDP. Namun kedua negara masih bisa selamat dari 
ancaman krisis (walaupun Perancis tidak sepenuhnya selamat) karena 

                                                             
14Decision Making EU dalam http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-
making/treaties/index_en.htm diakses pada tanggal 7 Mei 2012. 

15 Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, hal 347. 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-
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kekuatan finansial mereka. Akan tetapi negara-negara yang cenderung lemah 
secara ekonomi (termasuk Yunani) tidak bisa mengelakkan krisis ini terjadi. 

Integrasi ekonomi Eropa dan kesatuan mata uang ini menyisakan bentuk 
ketegantungan yang sangat signifikan antar anggota, sehingga satu krisis sudah 
cukup untuk menggoyahkan kestabilan antar negara-negara anggota yang lain. 
Pada dasarnya sistem mata uang tunggal seakan menjadi pisau bermata dua 
bagi Uni Eropa. Di satu sisi begitu menguntungkan dan menambah bargaining 
position negara Eropa, namun di sisi lain berpotensi merugikan. Salah satu 
sebabnya adalah dikarenakan tingkat adaptasi sebuah negara. Tidak semua 
negara memiliki perekonomian yang bagus untuk masuk zona euro. Adanya 
sistem mata uang tunggal ini membuat negara-negara di Uni Eropa menjadi 
rentan akan terjadinya suatu krisis. Inilah yang mengakibatkan krisis yang 
terjadi sejak tahun 2008 ini begitu mudahnya menjalar ke negara-negara di 
Eropa. 

Secara keseluruhan, Inggris selaku negara kuat dan besar di Eropa dan 
beberapa negara Eropa lainnya terindikasi akan mengalami resesi yang 
semakin dalam. Hal ini ditunjukkan setelah rilis data-data ekonomi yang 
kurang menggembirakan. Output sektor manufaktur menunjukkan penurunan 
yang cukup drastis. Purchasing Manager’s Index (PMI) di Inggris untuk bulan 
Mei turun menjadi 45.9 dari 50.2 di bulan sebelumnya. Hal yang sama terjadi di 
Zona Euro, dimana PMI menurun dari 45.9 di bulan April menjadi 45.1 di bulan 
ini. Penjualan ritel di Uni Eropa juga menurun sebanyak 1% selama bulan April 
2012 jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Selain itu, data 
pengangguran juga semakin memburuk, dimana tingkat pengangguran di 
Eropa mencapai level tertinggi sebesar 11%. Para pakar ekonomi 
memproyeksikan bahwa Zona Euro akan berkontraksi sebesar 0.5% selama 
triwulan II tahun 2012. 

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh ketiga negara, yaitu 
Prancis, Jerman dan Inggris dalam krisis Yunani terbentuk dalam lingkungan 
sosial negara tersebut. Lingkungan sosial inilah yang membentuk identitas 
aktor yang kemudian menentukan kepentingan dan menentukan bentuk 
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tingkah laku atau kebijakan dari aktor-aktor dalam negara-negara tersebut. 
Proses inilah yang menentukan apa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 
menyikapi krisis Yunani yang berpengaruh bagi organisasi Uni Eropa 
kedepannya. Untuk mengtasi hal ini ketiga negara mengambil langkah berbeda 
dalam mengatasi krisis yang terjadi. 

Sebagai salah satu pendiri dan punya kekuasaan lebih dalam hal 
perekonomian terbaik, Jerman mempunyai cara pandang khusus dalam krisisi 
yang terjadi di Yunani. Jerman tidak mendukung ide pemberian bantuan secara 
cuma-cuma untuk menyelamatkan Yunani. Pemberian bantuan tersebut 
hendaknya disertai juga dengan langkah-langkah pemulihan krisis yang harus 
dilakukan oleh negara yang terkena krisis. Langkah yang harus dilakukan 
antara lain perbaikan administrasi keuangan publik, memberantas 
penghindaran pajak maupun pengeluaran yang boros serta menyingkirkan 
peraturan pasar produk dan buruh yang menghancurkan daya saing. Jerman 
mengambil langkah tegas dalam hal penegakan aturan Uni Eropa disebabkan 
karena mereka tidak terkena dampak yang signifikan dari krisis ini. Sejauh ini 
tidak ada berita bahwa lembaga keuangan di Jerman mengalami dampak 
langsung krisis. Sebagai salah satu pendiri Uni Eropa, Jerman merasa bahwa 
aturan yang pertama kali di buat ketika organisasi ini muncul tidak dijalankan 
secara maksimal. Posisi mereka yang sangat tinggi dalam organisasi maupun 
secara perekonomian, membuat mereka berani untuk mengambil langkah 
tegas dalam krisis yang terjadi di eropa. 

Dampak krisis ekonomi yang dirasakan oleh Eropa dirasakan Perancis 
melalui perubahan politik yang berkuasa. Perancis mengalami dua kali 
perubahan Presiden dan juga politik yang berkuasa di parlemen Perancis. Ini 
terjadi karena pada pemerintahan Sarkozy yang berkuasa pada awal krisis 
eropa masyarakat Perancis merasa bahwa Sarkozy tidak membawa dampak 
signifikan dari setiap kebijakan yang diambilnya. Pada pemerintahan Sarkozy 
selama ini utang pemerintahan Perancis mencapai 90% dari GDP dan 
pengeluarannya mencapai 56% dari GDP. Beberapa Bank di Perancis kurang 
modal dan angka pengangguran tinggi. Hal ini tentu berbanding terbalik 
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dengan kekuatan ekonomi Perancis yang terhitung baik yang ditandai dengan 
angkatan kerja terdidik, terlatih dan produktif di bidang jasa dan manufaktur, 
serta banyak perusahaan besar tercantum dalam Fortune 5000. 

Perancis pada masa Sarkozy ini mendukung ide penghematan yang 
dicanangkan oleh Jerman. Namun, ketika pemilu 2012 yang mengakibatkan 
terpilihnya Hollande dari Partai Sosialis Perancis, terjadi perubahan kebijakan 
luar negeri Perancis dalam menyikapi krisis eropa. 

Latar belakang Hollande yang berasal dari Partai Sosialis mempengaruhi 
kebijakan luar negerinya terutama dalam Uni Eropa. Hollande mengatakan 
bahwa Uni Eropa membutuhkan dibentuknya sebuah pemerintahan ekonomi 
bersama di zona euro untuk mengkoordinasi kebijakan finansial. Hollande juga 
melihat bahwa masalah pengetatan kebijakan dan penghematan anggaran 
adalah sebuah langkah negatif. Hollande lebih menekankan kepada 
pertumbuhan ekonomi daripada melakukan penghematan seperti yang 
dilakukan oleh Jerman. 

Secara ekonomi domestik, negara Inggris juga merasakan dampak dari 
krisis Yunani yang sudah melanda hampir seluruh negara di Eropa. Walaupun 
Inggris tidak memakai mata uang bersama euro, akan tetapi beberapa dampak 
krisis juga dirasakan oleh Inggris. Salah satu dampak yang dirasakan sewaktu 
krisis terjadi justru dirasakan oleh Bank-Bank yang ada di Inggris. Tercatat ada 
12 Bank di Inggris yang diturunkan peringkatnya oleh Lembaga Pemeringkat 
Perbankan Dunia bernama Moody’s. Dampak dari penurunan peringkat ini 
antara lain perbankan Inggris akan diharuskan membayar tingkat suku bunga 
lebih tinggi jika mencari pinjaman ke pasar finansial. Perbankan Inggris juga 
semakin sulit mengakses permodalan dan kesehatan keuangan mereka juga 
akan terkena dampaknya. 

Inggris tidak merasakan dampak negatif krisis yang signifikan seperti 
meningkatnya angka pengangguran atau inflasi besar-besaran. Akan tetapi 
Inggris merasakan dampak kelesuan ekonomi yang terjadi akibat krisis yang 
menghantam Uni Eropa.  Seperti halnya menurunnya GDP Inggris. Hal ini lebih 
dikarenakan menurunnya kepercayaan pasar terhadap hasil-hasil ekspor 
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negara-negara Eropa yang merupakan akibat krisis yang dialami oleh kawasan 
tersebut. 

Pada periode krisis ini, peran pemerintah nasional masing-masing 
negara anggota untuk mengambil kebijakan merupakan salah satu peran 
penting untuk melindungi kepentingan nasional negara mereka. Proses 
integrasi yang sudah sejak lama terjadi dalam Uni Eropa, tidak membuat 
masing-masing negara anggota untuk meghilangkan ego negara mereka. 
Pemerintah nasional berpartisipasi dalam proses integrasi Eropa hanya untuk 
menjaga kepentingan nasional negara mereka.  
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